BAB V
PENUTUP

51. Kesimpulan
Minimnya Anggaran dan Personil unit Reskrim Polsek Tapa

Polsek tapa khususnya Unit Reskrim merupakan garda terdepan dalam
pelayanan mesyarakat. Sebagai garda terdepan unit Reskrim Polsek Tapa
senantiasa memberikan pelayanan terbaik melalui penanganan kasus cepat,
walaupun begitu banyak jumlah kasus yang ditangani. Seperti halnya tahun 2015
unit reskrim hanya mendapatkan alokasi anggaran yang cukup menangani masing-
masing 5 kasus ringan dan mudah. Padahal kasus yang di tangani sangatlah
banyak yakni 156 kasus. Kasus ini terdiri dari 14 mudah dan 142 ringan. Jumlah
kasus yang sangat fantastis bila dibandingkan dengan Polsek lainnya. Bahkan
presentase jumlah kasus yang ditangai mencapai 28,5% dari total kasus yang di

laporkan di wilayah kerja Polres Bone Bolango.

Akan tetapi pelayanan terbaik unit Reskrim tidak berbanding lurus dengan
sumber daya yang dimiliki. Seperti halnya alokasi anggaran yang dimiliki sangat
jauh dari kata cukup. Total anggaran diberikan biasanya hanya dapat mengcover
10 kasus yang terdiri dari 5 kasus mudah dan ringan. Padahal kasus yang
ditangani mencapai 156 terdiri dari 14 mudah dan 142 ringan. Kondisi ini pun
diikuti oleh SDM vyang sedikit bila di bandingkan 10 Polsek yang berada di
wilayah keja Bone Bolango. Seperti halnya Polsek Tapa, harusnya memiliki 37
personil namun hanya mendapatkan 30 personil. Terlebih pada unit reskrim hanya
memiliki Besarnya jumlah personil yang harus dimiliki tidak lepas dari luasan
daerah dan jumlah penduduk Polsek Tapa yang begitu besar bila dibandingkan

yang lain. Akan tetapi yang terjadi mala sebaliknya, unit Reskrim Polsek Tapa
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memberikan pelayanan yang terbaik dan cepat. Walaupun sebagai catatan
keberhasilan unit Reskrim Polsek Tapa dalam menangani berbagai kasus tidak

lepas peran serta anggota reskrim, seluruh anggota polsek dan masyarakat.
Efektifitas dan Efisiensi Anggaran

Keberhasilan unit Reskrim dalam menangani kasus tentu tidak lepas dari
peran seluruh pihak baik anggota unit reskrim, anggota polsek dan masyarakat.
Polsek Tapa pun berhasil mewujudkan konsep anggaran berbasis Kinerja,
sehingga menghasilkan efektifitas dan efisiensi anggaran. Akan tetapi titik tekan
menggapai keberhasilan terhadap upaya mewujudkan anggaran yang efektif dan
efisien dikarenakan 3 hal yakni. Pertama Budget Planing atau perencanaan
anggaran. Perencanaan anggaran menjadi sangatlah penting karena pada titik
inilah semua dibicarakan. Bagian ini berusaha memproyeksikan terhadap
pendapatan dan pengalokasian anggaran. Salah dalam membuat perencanaan tentu
memberi efek terhadap kinerja unit. Efek tersebut tidak lepas dari tidak

maksimalnya Kkinerja unit reskrim.

Kedua budget cuts yakni pemotongan anggaran pada hal-hal yang tidak
dianggap urgent. Bahkan model ini menghilang item yang dianggap tidak penting.
Model ini menjadikan seluruh kebutuhan menggunakan harga minimum bukan

normal.

Ketiga mediation yakni cara mempertemukan antara pihak pelapor dan
terlapor untuk mencari solusi melalui proses musyawarah, yang berunjung pada
perdamaian. Pada sisi yang lain tulisan ini memberikan gambaran kepada Kita

terhadap mekanisme pengganggaran di unit reskrim Polsek Tapa.
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5.2. Saran

Penelitian ini padadasarnya telah menjelaskan beberapa poin penting
terhadap upaya implementasi anggaran pada polsek Tapa, sehingga berjalan
efektif dan efisien. Hal ini dapat diamati dari sejumlah kasus yang dapat ditangani
di tengah minimnya personil dan jumlah anggaran. Akan tetapi penelitian ini tidak
secara detail menjelaskan item apa saja yang dilakukan pemotongan anggaran,
pada poin budget cuts. Sehingga menjadi pertanyaan selanjutnya pada item mana
saja penghematan anggaran itu terjadi, baik dalam jumlah besar maupun kecil.
Dan oleh karena itu bila ada penelitian lanjutan dari penelitian ini, peneliti
rekomendasikan untuk melihat pada item apa saja dapat dilakukan penghematan,

sehingga mewujudkan implementasi anggaran yang efektif dan efisien.
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